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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendlitian

Tanah mempunya kedudukan yang sangat penting dalam rangka
penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Tanah merupakan salah
satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat
manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat
hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi
kelangsungan hidup umat manusia.

Fungs dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia
memiliki empat aspek yang strategis, yaitu aspek ekonomi, politik, hukum
dan sosia yang merupakan isu sentral dalam proses kebijakan hukum
pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.! Bukanlah ha yang
mengherankan apabila setiap orang pasti mempunyai keinginan umtuk
dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya.
Perlindungan hukum itu diwujudkan dengan pemberian berbagai macam
hak atas tanah oleh Negara sebagai petugas pengatur.>

Tanah-tanah di Indonesia pada umumnya sudah dipunya atau
setidak-tidaknya ada yang menduduki. Konsekuensinya jika ada kegiatan
pembangunan yang membutuhkan tanah, sebagai jalan keluar yang

ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. K egiatan mengambil

1 H. Idlam, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2004,

him.21.
2 Adrian Sutedi, Implementas Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Sinar grafika, Jakarta, 2006, him. 45.



tanah oleh Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan
untuk kepentingan umum inilah yang disebut dengan pengadaan tanah
yang disertai dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak atas
tanah tersebut.’

Selain digunakan sebagai perumahan, permintaan akan tanah juga
sebagai lahan untuk pertanian atau perekonomian, sosial budaya dan
teknologi memerlukan ketersediaan tanah dalam jumlah yang banyak.
Misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran,
hiburan jalan-jalan transportasi. Dalam rangka pembangunan nasional
untuk kepentingan umum. Artinya bahwa selain tanah memiliki hak-hak
yang terkandung di dalamnya, tanah juga memiliki fungsi sosial, bahwa
kegunaan dari tanah itu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada
kepentingan individu maupun golongan, ha ini dapat dilihat dalam
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, dalam Pasal 6 disebutkan
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat
haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesegjahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyai tanah maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan
Negara. Namun hal tersebut bukan berarti kepentingan seseorang terdesak
oleh kepentingan masyarakat atau Negara dan diantara dua kepentingan

tersebut haruslah seimbang.

3 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jala Permata
Aksara, Jakarta 2010, him. 6.



Kegiatan pembangunan di Indonesia, baik di kota maupun di desa
banyak memerlukan tanah sebagai lahan dalam proses pembangunan.
Negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan
pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah. Masalah pengadaan
tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya
menyangkut hagjat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah
dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh
karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan
membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan
hak berlandaskan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA.

Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan
hak-hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain.
Pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jua beli, tukar
menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Cara
memperoleh tanah dengan pemindahan hak atas tanah ditempuh apabila
yang membutuhkan tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak
atas tanah.*

Pencabutan hak atas tanah menurut UUPA adalah pengambilalihan
tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa, yang

mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan

4 Lidwina Halim, Tata Cara Pengadaan Tanah, Hukum Property, http://hukumproperti.com/165,
diakses pada 4 Januari 2016, pukul 21.15 Wib.



melakukan sesuatu pelanggaran atau lala dalam memenuhi sesuatu
kewajiban hukum.®

Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam
UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum harus dilakukan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan
umum, pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan
tanah dan pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak
lain.e

Berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini, dalam praktik
pengadaan tanah bagi kepentingan umum terkadang timbul persoalan
antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan.
Mulai dari penggantian kerugian atas lahan yang dibebaskan dan waktu
pembebasan lahan ataupun masalah relokasi terhadap masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan
memperhatikan peran dan fungs tanah dalam kehidupan manusia serta
prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan

demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan

® Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, him. 38.
& Abdullah Sulaeman, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, 2010,
him.2.



cara yang seimbang dan ditempuh dengan jalan musyawarah langsung
dengan para pemegang hak atas tanah.’

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum memang
hampir selalu mengalami hambatan dan tantangan. Mengenai prosedur
sebenarnya pada masa sekarang tidak begitu banyak masalah, namun
kesulitan yang prinsipal berada pada budaya yang tumbuh di masyarakat,
yaitu masih adanya anggapan bahwa hak atas tanah adalah hak yang
mutlak, yang konsekuensinya pemilik tanah berhak menentukan besarnya
ganti rugi. Untuk mengubah budaya masyarakat dalam melepaskan haknya
atas tanah perlu di cari persamaan budaya antara pemerintah dengan
masyarakat. Selama tidak ada persamaan budaya, permasalahan serius
akan selalu timbul. Sebenarnya perbedaan budaya antara pemerintah
dengan masyarakat terletak pada penetapan harga ganti rugi. Pihak
masyarakat menghendaki harga yang setinggi-tingginya dari harga pasaran
atau paling tidak sesuai harga pasaran, bahkan ada masyarakat yang
menghendaki harga ganti rugi itu didasarkan pada harga sekian tahun ke
depan atau setel ah tanahnya dibebaskan dan telah dijadikan sarana umum.®

Pemerintah dalam menentukan harga hanya berpatokan pada Nilai
Jual Objek Pgjak (NJOP) yang besarnya ditentukan oleh Kantor Pajak
Bumi dan Bangunan berdasarkan redlitas, harga pasaran di masyarakat

jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan NJOP. Perbedaan NJOP

" Mari SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, 2007,
him. 80.

8 Adrian Sutedi, Implementas Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Sinar Grafika, 2007, him. 46.



dengan harga pasaran masih menjadi masalah dalam penentuan harga ganti
rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pihak
pemerintah dalam memberikan ganti rugi berpatokan pada NJOP,
sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berpatokan pada harga
pasaran.

Pengadaan tanah saat ini salah satunya di Indonesia adalah
Pembangunan Waduk Jatigede, pembangunan waduk ini telah
direncanakan sgjak tahun 1963, kemudian pada tahun 1982-1986 dimulai
proses penggantian kerugian pertama. Penggantian kerugian kedua
dilaksanakan pada tahun 1994-1997 dan tahap ketiga pada tahun 2005-
2012. Tujuan utama pembangunan waduk jatigede adalah untuk
pengendalian banjir dan sarana irigasi bagi daerah hilir yang mencakup 4
Kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang, Maalengka, Cirebon dan
Indramayu. Selain itu juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Secara
garis besar pembangunan waduk jatigede membawa implikas penting bagi
perkembangan ekonomi keempat daerah, tidak hanya berdampak terhadap
ekonomi rumah tangga akan tetapi juga penduduk.

Waduk Jatigede dibangun dengan cara membendung aliran Sungai
Cimanuk. Pembangunan Waduk Jatigede menenggelamkan 28 desa di
Kecamatan Darmargia, Wado, Jatigede, Cisitu dan Jatinunggal.
Pembangunan waduk jatigede dimulai pada tahun 2007 melalui kerjasama
Pemerintah Indonesia dan Cina. Pada tahun 2014 struktur waduk telah

selesai 99% dan tahun 2015 dilaksanakan penggenangan waduk.



Namun dalam proses pembangunannya terjadi kericuhan karena
warga sekitar menolak pembangunan Waduk Jatigede, bukan hanya sod
ganti rugi tetapi mereka harus kehilangan lahan produktif mereka.
Penggantian kerugian yang dilaksanakan oleh pemerintah, ternyata
menyisakan persoal an bagi warga masyarakat yang menerimanya.

Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede bagi
kepentingan umum terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.
Pertama, penyesuaian harga lahan dan bangunan yang dibebaskan atau
mendapat ganti rugi tahun 1982-1986, dikarenakan terlalu rendahnya
harga dan adanya pemaksaan sertaintimidasi dalam pembebasan |ahan dan
bangunan. Kedua, dalam pembayaran ganti rugi terdapat masyarakat
(pemilik lahan) yang merasa belum menerima uang pembebasan ganti
rugi, yang menerima uang pembebasan ganti rugi bukan pemilik lahan
tetapi kepala desa atau orang lain. Ketiga, salah pengukuran lahan yaitu
lahan dan bangunan yang dibebaskan atau mendapat ganti rugi luasnya
lebih kecil dibandingkan luas lahan yang sebenarnya, pada saat
pengukuran oleh petugas wargatidak dilibatkan.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN

TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”.



B. Identifikas Masalah

1. Bagaimana pengaturan ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk
pembangunan waduk jatigede ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum?

2. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk
pembangunan waduk jatigede?

3. Bagaimana penyelesaian ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk
pembangunan waduk jatigede?

C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengaturan
ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan waduk
jatigede ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bentuk ganti
rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penyelesaian
ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan waduk
jatigede.

D. Kegunaan Penelitian

1. SecaraTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya di bidang Hukum Agraria terutama hukum agraria/



pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan

umum.

2. SecaraPraktis

a. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi,
umumnya praktis hukum dan khususnya praktis Hukum Agraria
daam ha dapat memberikan masukan untuk memecahkan
berbagai masalah di bidang hukum agraria terutama mengena
pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bagi masyarakat dapat
memberikan wawasan mengenai ganti rugi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemerintah sebagai
masukan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan
umum agar dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak
menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat.

b. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang
ingin  mengetahui dan mendalami mengenai Hukum Agraria
terutama mengenal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

E. Kerangka Pemikiran
Setiap Negara berdaulat memiliki instrumen untuk menjelaskan
eksistensi sebuah Negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar
atau konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum
dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-

undang, peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijakan
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pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada ketentuan-ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pasa 28G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : “Setiap orang berhak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun”.

Kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai
hak-nya masing-masing yang tidak dapat digantikan atau diwakilkan
ataupun diambil oleh siapapun, karena merupakan hak asas manusia yang
tidak dapat dikurangi.

Negara pada dasarnya mempunyai hak menguasai yang tercantum
di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung
didaamnya dikuasa oleh Negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Di dalam I[Imu Hukum terdapat asas-asas hukum yang berlaku,
yaitu : asas tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi
kepentingan umum, diantaranya sebagai berikut :

1. Asas kesepakatan, yaitu seluruh kegiatan pengadaan tanah terutama

dalam bentuk pelepasan hak atas tanah serta segala aspek hukumnya,
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seperti persoalan harga ganti rugi, bentuk ganti rugi, permukiman
kembali, kondisi sosia ekonomi dan lain-lain harus didasarkan pada
asas kesepakatan antar pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang
hak atas tanah. Kesepakatan didasarkan pada kesesuaian kehendak
kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, penipuan serta dilakukan
atas dasar itikad baik.

2. Asas Keadilan, yaitu dalam rangka pengadaan tanah, asas keadilan
diletakan sebagal dasar penentuan bentuk dan besar ganti rugi yang
harus diberikan kepada pemilik tanah dan orang-orang yang terkait
dengan tanah yang dicabut atau dibebaskan haknya untuk kepentingan
umum.

Asas-asas tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
bagi kepentingan umum. Agar terdapat keseimbangan antara Negara
dengan masyarakat.

Pengadaan tanah pada dasarnya bertujuan untuk pembangunan
kepentingan umum. Kepentingan umum secara luas adalah kepentingan
Negara yang termasuk di dalamnya kepentingan pribadi maupun golongan,
dengan kata lain kepentingan umum merupakan kepentingan yang
menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat.®

Menurut Roscoe Pound kepentingan umum adalah merupakan
salah satu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan

yang harus dilindungi oleh hukum terbagi atas 3 macam yaitu, kepentingan

% Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, PT.
Citra Abadi Bakti, Bandung, 1991, him. 10.
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umum (public interest), kepentingan sosia (social interest), kepentingan
perseorangan (private interest).x

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan
umum adalah kepentingan yang harus memenuhi peruntukkannya dan
harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketentuan UUPA yang merupakan landasan hukum tanah nasional,
tidak memberi pengertian yang tegas baik mengenai istilah “tanah”
maupun istilah “agraria”. Dari Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) jo Pasal 2 ayat
(1) UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian agraria memiliki
arti yang luas, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya.**

Pasa 2 ayat (2) UUPA memberikan wewenang pada Negara
sebagal organisasi kekuasaan bangsa Indonesia untuk tingkat tertinggi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

manusia dan perbuatan-perbuatan hukum mengena bumi, air
dan ruang angkasa;

Kewenangan tersebut kemudian dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1)

dan ayat (2) UUPA yang berbunyi :

Ayat (1) : “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan

10 Friedmann, Legal Theory, Third Ed. Stevens & Sons Limited London, 1953, him. 283.
1 |da Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009,
him. 37.



13

kepada dan dipunya oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Ayat (2) . “ Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan
hukum lain yang lebih tinggi”.

Sgak berlakunya UUPA, memberikan dasar hukum bagi
pelaksanaan pembebasan (pengadaan) tanah atau pencabutan hak atas
tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasa 18 UUPA yang

berbunyi :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang

layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 UUPA menjadi dasar diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan

Benda-Benda yang Ada Diatasnya. Di dalam Pasal 1 menentukan :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula
kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang
memaksa setelah mendengar Menteri  Agraria, Menteri
K ehakiman dan menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-
hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.

Masyarakat melepaskan hak-hak atas tanah kepada Negara sesual
dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu
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Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak
yang berhak kepada Negara melalui Lembaga Pertanahan. Sedangkan
dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum memberikan pengertian  pelepasan hak adalah
kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada

Negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di

dalam Pasal 3 menentukan :

“Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum bertujuan
menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna
meningkatkan kesgahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara

dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum?”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kepentingan umum
pencabutan hak-hak atas tanah dapat dilakukan, tetapi pemberian ganti
kerugian juga harus diberikan kepada bekas pemilik tanah. Pengaturan
tentang pencabutan hak atas tanah, baik tanah milik individu maupun

tanah milik komunal jelas diperlukan.

Dadam Pasad 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
dikatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan

dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
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Penilaian besarnya ganti kerugian atas tanah yang terkena
pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai
pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan

umum, dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan
musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, diatur dadlam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Pemberian ganti kerugian berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah

sebagai berikut :

(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

a. Uang;

b. Tanah pengganti;

c. Pemukiman kembali;

d. Kepemilikan saham; atau

e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

(2) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), baik berdiri sendiri maupun golongan dari beberapa
bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti
Kerugian yang nominalnya sama dengan nila yang
ditetapkan oleh Penilai.

Sumber pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

(1)Pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh pemerintah daerah bersumber dari
APBD.

(2)Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh pemerintah daerah bersumber dari
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan
hasil.

Sumber pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat

(2), disebutkan bahwa

(1)Biaya operasiona dan biaya pendukung penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang selanjutnya disebut biaya operasional dan biaya
pendukung adalah biaya yang diperlukan  untuk
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.

(2)Biaya operasonal dan biaya pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya untuk kegiatan pada
tahapan:

a. Perencanaan,

b. Persiapan;

c. Pelaksanaan; dan
d. Penyerahan hasil.
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Pada dasarnya pemerintah dalam penentuan nilai ganti rugi
berdasarkan hasil penilaian tim penilai atau juru taksir. Namun pemberian
ganti kerugian dalam keadaan khusus, yaitu meliputi bencana alam, biaya
pendidikan, menjaankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang dan/atau
keadaan mendesak lainnya. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan
khusus diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan ganti
kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pagjak tahun sebelumnya,
sesua dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Ketua pelaksana pengadaan tanah
mengajukan surat permohonan kepada kantor pajak untuk mendapatkan
surat keterangan mengenai Nilai Jual Objek Paak tanah di lokas

pengadaan tanah.

F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikas penelitian yang digunakan dalam penédlitian ini
bersifat deskriptif andlitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum
dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan
permasal ahan yang diteliti.> Dalam penelitian ini, fakta-fakta dianalisis
untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai

aspek-aspek mengenal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1998, him. 97.
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kepentingan umum menurut undang-undang, kemudian dianalisis
berdasarkan teori-teori hukum dan fakta-fakta yang terjadi dalam
pel aksanaan pembebasan tanah waduk jatigede.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif,
yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu
dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.®
Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji teori-
teori hukum agraria dan peraturan perundang-undangan mengenai
hukum agraria untuk menganalisis terkait dengan obyek yang diteliti.
3. Tahap Pendlitian
Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan anaisis-
analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum agraria dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria
yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan
sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan
hukum agraria dan teori-teori hukum agraria. Adapun data-data yang
diperlukan dapat diperoleh melalui:
a. Penditian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu teknik

pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan

13| bid, him. 97-98.
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dan diperoleh dari berbaga data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:*

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang
berkaitan dengan obyek penelitian.’

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;

€) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

f) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
K epentingan Umum.

g) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
K epentingan Umum.

h) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, him. 116.
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamduiji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, him.13.
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Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
K epentingan Umum.

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

j) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

K) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Pel aksanaan Pengadaan Tanah.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang
meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.’* Penulis
menggunakan buku-buku, karya ilmiah berkaitan dengan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan dukungan

16 Soerjono Soekanto, Loc Cit.
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bahan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang teori-
teori pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan lain yang ada
relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan
infformasi  tentang bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan
internet.” Penulis menggunakan kamus dan media internet.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan dan
menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan
untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang
timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah
(nondirective interview),® dengan pihak-pihak yang terkait, yang
dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data
sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk
melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian
lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan
membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan
perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan

permasalahan dan pembahasan mengenai pengadaan tanah untuk

7 1bid, him.52
18 Soerjono Soekanto, Op. Cit, him.228
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kepentingan umum. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara
tidak terarah (nondirective interview) dan penyalinan data-data dari
pihak yang berkompeten,”® meliputi lembaga pemerintahan, aparat
penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Alat Pengumpulan Data
a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-
catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa proposal,
daftar pertanyaan, alat perekam, alat penyimpanan data atau
flashdisk.
6. AndisisData
Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun
dari penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu
data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan baik rumus maupun
angka. Data primer dan data sekunder dari hasil penelitian disusun
dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis utuk ditarik
kesimpulan, khususnya tentang permasalahan yang diteliti.
7. Lokas Penelitian
a. Pendlitian Kepustakaan
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl.

Lengkong Dalam No.17 Bandung;

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op. Cit, him.66
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2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl.
Dipatiukur No. 35 Bandung;

3) Perpustakaan Daerah (PUSDA) Kabupaten Sumedang, Jl.
Mayor Abdurrahman No. 185 Sumedang.

. Pendlitian Lapangan

Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Waduk Jatigede, JI.

Bendungan Jatigede KM.15 Sumedang.



